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Abstract

The improvement of public services requires citizen's participation.
Thus, the government of Indonesia through the Ministry of State
Officials Empowerment issued the Minister Regulation Number 13 Year
2009(““MR 13/20097") on Guideline of Public Services Quality
Improvement with Citizen's Participation as a guideline for citizen's
involvement in public services improvement.This research aims to see
the effectiveness of citizen's participation in the improvement of public
services, especially in the implementation of MR 13/2009. Through
qualitative method used in this research, it is found that MR 13/2009 has
effectively improved the public services. It may not significantly
empower citizen as well as give access for citizen to participate in the
decision-making, but it is considered to have improved the public
services. It is also noted that critical consciousness and participative
communication influence the effectiveness of citizen's participation in
the improvement of public services
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Abstrak

Perbaikan pelayanan publik menghendaki adanya partisipasi
masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan Permenpan No.
13/2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dengan Partisipasi Masyarakat sebagai pedoman untuk
menyelenggarakan partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan
publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas partisipasi
masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik, khususnya pada
pelaksanaan Permenpan No. 13/2009. Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa
Permenpan No. 13/2009 telah efektif memperbaiki pelayanan publik
dengan tingkat efektifitas tinggi. Walaupun pelaksanaannya belum
memberdayakan masyarakat secara optimal dan belum memberikan
akses secara luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan, namun pedoman ini telah dianggap mampu
memperbaiki pelayanan publik secara optimal. Penelitian ini juga
menemukan bahwa kesadaran kritis dan komunikasi partisipatif
memberikan pengaruh terhadap efektifitas partisipasi masyarakat dalam

perbaikan pelayanan publik.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pelayanan Publik, Permenpan No

13/2009

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas
mengenai efektifitas partisipasi
masyarakat dalam perbaikan pelayanan
publik. Tema ini cukup penting untuk
dibahas mengingat kondisi pelayanan
publik yang masih buruk. United
Nations Development Programme atau
UNDP (2011) melaporkan bahwa nilai
Human Development Index (HDI)
Indonesia 0,617 dan menempati
rangkin 124 dari 187 negara yang
dinilai. Kondisi tersebut dapat
menggambarkan pelayanan publik
dalam bidang pendidikan, kesehatan
dan bidang kehidupan yang lain masih
buruk dibandingkan negara lainnya.
World Bank (2011) dalam laporannya
mengenai kemudahan menjalankan
bisnis (Ease of Doing Bussiness)
memeringkatkan Indonesia di posisi
129 dari 183 negara yang dinilai.
Kondisi ini menggambarkan bahwa
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pelayanan publik yang diberikan
kepada pelaku usaha masih buruk
dibandingkan pelayanan publik yang
diberikan negara lainnya.

Puspitosari dkk. (2011:131)
menyatakan bahwa buruknya
pelayanan publik diakibatkan oleh
minimnya partisipasi masyarakat
dalam perbaikan pelayanan publik.
Untuk itu perlu dilakukan langkah-
langkah untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam
perbaikan pelayanan publik
(Dwiyanto, 2011:89-90). Pemerintah
telah memberikan perhatian khusus
terhadap partisipasi masyarakat dalam
perbaikan pelayanan publik. Hal ini
dibuktikan dengan dikeluarkannya
Permenpan 13/2009 Tentang Pedoman
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dengan Partisipasi Masyarakat, yang
memberikan pedoman terhadap
pelaksanaan partisipasi masyarakat
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dalam pelayanan publik.

Menurut data Kemenpan dan RB
pada tahun 2009, Permenpan No.
13/2009 telah dilakukan di 75 lembaga
Pemerintahan atau dalam hal ini
penyelenggara pelayanan publik. Baik
itu penyelenggara pelayanan publik di
tingkat Pemerintah Pusat maupun di
tingkat Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan Permenpan No. 13/2009
pada penyelenggara pelayanan publik
tersebut dilakukan pada 485 unit
pelayanan publik.

Namun, apakah partisipasi
masyarakat dalam perbaikan pelayanan
publik khususnya melalui pelaksanaan
Permenpan No. 13/2009 ini telah
efektif memperbaiki pelayanan publik.
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini
ditujukan untuk mengidentifikasi
efektifitas partisipasi masyarakat
dalam perbaikan pelayanan publik dan
mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat adalah
tindakan ikut serta sekumpulan
individu dalam sebuah kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah. Partisipasi
masyarakat dilahirkan dari konsep
pemberdayaan masyarakat. Pada
konsep tersebut masyarakat dilibatkan
dalam setiap kegiatan pembangunan
yang dilakukan oleh Pemerintah.
Termasuk dalam perbaikan pelayanan
publik.

Seiring dengan tujuan partisipasi
tersebut, yaitu memberdayakan
masyarakat secara optimal, Sherry
Arnstein (1969) merumuskan 8
(delapan) anak tangga partisipasi
masyarakat yang dibagi kedalam 3
(tiga) tingkatan. Berikut penjelasan
masing-masing anak tangga yang
dikembangkan oleh Arnstein tersebut.

Tabel 1: Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat

No Anak Tangga Tingkat

1 Kontrol oleh warga negara Kekuatan Masyarakat
2 Pendelegasian wewenang

3 Kemitraan

4 Placation Tokenism

5 Konsultasi

6 Pemberian informasi

7 Terapi Tidak Berpartisipasi
8 Manipulasi

Sumber: Arnstein (1969: 217)

Tingkatan terbawah dari 8
(delapan) anak tangga partisipasi
masyarakat adalah tidak berpartisipasi.
Pada tingkatan ini partisipasi
masyarakat tidak bertujuan untuk
membuat masyarakat berpartisipasi
tapi bertujuan untuk mengedukasi
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masyarakat. Pada tingkatan ini terdapat
dua anak tangga, yaitu terapi dan
manipulasi. Manipulasi merupakan
tindakan Pemerintah untuk
mempengaruhi perilaku, sikap, dan
pendapat orang lain tanpa orang itu
menyadarinya. Terapi merupakan
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usaha untuk memulihkan kesehatan
orang yang sedang “sakit”. “Sakit”
disini bukanlah arti sebenarnya,
melainkan kekecewaan atas program
maupun kegiatan pemerintah sehingga
Pemerintah melakukan terapi untuk
mengobati kekecewaan masyarakat
dengan mendengarkan keluhan,
menjamin tidak terjadi lagi kesalahan,
dan lainnya (Arnstein, 1969).

Pada tingkatan menengah 8
(delapan) anak tangga partisipasi
masyarakat adalah tokenism. Tokenism
merupakan kondisi dimana masyarakat
diminta pendapatnya atau diberikan
informasi mengenai suatu keputusan,
namun masyarakat tidak memiliki
kekuatan untuk mempengaruhi
keputusan tersebut (Ife dan Tesoriero,
2008:306-309). Masyarakat
mendengarkan informasi yang
disampaikan oleh Pemerintah dan
masukan yang diberikan oleh
masyarakat didengarkan oleh
Pemerintah. Namun, tidak dapat
dipastikan masukan dari masyarakat
tersebut diperhatikan oleh Pemerintah
karena kekuatan pengambilan
keputusan masih berada ditangan
Pemerintah.

Pada tingkatan ini terdapat 3
(tiga) anak tangga, yaitu (1) pemberian
informasi; (2) konsultasi; dan (3)
placation. Pemberian informasi
merupakan proses menjelaskan hak,
tanggung jawab, pilihan, atau hal lain
yang berkaitan dengan keputusan yang
diambil oleh Pemerintah kepada
masyarakat. Namun, pemberian
informasi ini tidak diikuti oleh saluran-
saluran untuk memberikan tanggapan
atas informasi yang diterima.
Konsultasi merupakan proses
pertukaaran pikiran untuk
mendapatkan kesimpulan yang sebaik-
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baiknya (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 1995). Namun, konsultasi
yang dimaksudkan dalam anak tangga
ini hanyalah ritual untuk meyakinkan
bahwa partisipasi masyarakat telah
dilakukan. Pemerintah hanya
menggunakan data maupun informasi
mengenai berapa jumlah masyarakat
yang datang, berapa kuisioner yang
telah diisi, dan data partisipasi lainnya.
Pemerintah tidak menjamin apa yang
dilakukan masyarakat dalam konsultasi
tersebut akan diperhitingkan dalam
proses pengambilan keputusan.
Placation merupakan proses
membebaskan atau memberikan
kesempatan kepada masyarakat secara
terbatas untuk ikut memberikan
masukan maupun input lain yang
berguna bagi pengambilan keputusan.
Masyarakat yang berpartisipasi
ditentukan oleh Pemerintah serta
pengambilan keputusan tetap berada
ditangan Pemerintah (Arnstein, 1969).
Pada tingkat tertinggi 8
(delapan) anak tangga partisipasi
masyarakat adalah kekuatan
masyarakat. Pada tingkatan ini
masyarakat menjadi salah satu
kekuatan atau menjadi aktor utama
dalam melakukan sebuah kegiatan.
Pada tingkatan ini terdapat 3 (tiga) anak
tangga, yaitu: (1) kemitraan; (2)
pendelegasian wewenang; dan (3)
kontrol masyarakat. Kemitraan
merupakan bentuk kerjasama antara
pemerintah dengan masyarakat.
Kewenangan didistribusikan kepada
masyarakat dan Pemerintah dengan
mekanisme negosiasi dan persetujuan
kedua belah pihak. Kewenangan
tersebut dari perencanaan sampai
dengan pengambilan keputusan.
Pendelegasian Wewenang merupakan
bentuk pembagian wewenang yang
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jelas antara Pemerintah dengan
masyarakat. Namun, porsi wewenang
yang besar berada di masyarakat
dibandingkan Pemerintah. Kontrol
masyarakat merupakan pemberian
kewenangan yang lebih besar dalam
pengambilan keputusan sehingga
masyarakat diberikan sumberdaya
yang memadai untuk berpartisipasi.
Masyarakat melakukan sendiri
pengelolaan kegiatan, dari proses
perencanaan hingga pertanggung
jawaban (Arnstein, 1969).

Seiring dengan Arnstein,
Moynihan (2003) melihat partisipasi
masyarakat memiliki dua tujuan, yaitu:
(1) partisipasi masyarakat hendaknya
memberikan akses kepada masyarakat
dalam mengambil keputusan.
Masyarakat hendaknya memiliki akses
yang sama kepada pengambilan
keputusan. Tidak sebaliknya, akses
terhadap pengambilan keputusan
hanya dimiliki oleh masyarakat secara
terbatas; dan (2) partisipasi masyarakat
mendorong Pemerintah menyediakan
ruang diskusi dengan masyarakat dan
menyerap semua masukan dari
masyarakat sehingga keputusan yang
diperoleh berdasarkan masukan-
masukan dari masyarakat tersebut.
Berdasarkan tujuan partisipasi tersebut
Moynihan (2003) membagi partisipasi
masyarakat menjadi beberapa
tingkatan berdasarkan akses
masyarakat terhadap pengambilan
keputusan dan masukan masyarakat
yang menjadi pertimbangan dalam
pengambilan keputusan.

Bagi Moynihan (2003) akses
masyarakat terhadap pengambilan
keputusan hendaknya tanpa dibatasi
oleh kriteria tertentu. Untuk itu
Moynihan membagi akses ini menjadi
dua, yaitu sempit dan luas. Sempit jika
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akses terhadap pengambilan keputusan
hanya dimiliki oleh masyarakat dengan
kriteria tertentu, seperti jabatan,
keahlian, kewenangan, dan lainnya.
Luas jika akses terhadap keputusan
dimiliki oleh masyarakat yang lebih
luas yang tidak dibatasi oleh kriteria
tertentu.

Berdasarkan masukan
masyarakat yang menjadi
pertimbangan, Moynihan (2003)
memperingkatkan partisipasi
masyarakat menjadi tiga tingkatan,
yaitu: (1) palsu; (2) parsial; dan (3)
penuh. Pada tingkat palsu, ada usaha
untuk mewujudkan partisipasi
masyarakat, walaupun partisipasi
masyarakat masih bersifat simbolistik.
Pada tingkat ini keputusan yang
diambil tidak mempertimbangkan
sama sekali partisipasi masyarakat.
Pada tingkat parsial terjadi konsultasi
antara Pemerintah dengan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan.
Masukan dari masyarakat hanya sedikit
menjadi pertimbangan masyarakat.
Pada tingkat penuh terjadi diskusi
antara Pemerintah dengan masyarakat
dalam pengambilan keputusan. Berikut
gambaran tingkat partisipasi
masyarakat yang dikembangkan oleh
Moynihan berdasarkan akses dan
masukan masyarakat.
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Tabel 2: Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Moynihan

hanya simbolistik yang hanya
melibatkan masyarakat dengan kriteria
tertentu.

Tingkat Akses Masyarakat
Partisipasi Sempit Luas
Masyarakat
Keputusan dibuat oleh Pemerintah secara Keputusan dibuat oleh Pemerintah secara tidak
Palsu tidak transparan. Partisipasi masyarakat transparan. Partisipasi masyarakat hanya

simbolistik yang tidak hanya melibatkan
masyarakat dengan kriteria tertentu.

Keputusan dibuat oleh Pemerintah
dengan sedikit pengaruh dari masukan
Parsial masyarakat. Masyarakat yang ikut
berpartisipasi adalah masyarakat yang
terpilih. Masyarakat lain tidak memiliki
akses untuk ikut berpartisipasi dalam
mengambil keputusan.

Keputusan dibuat oleh Pemerintah dengan sedikit
pengaruh dari masukan masyarakat. Melalui
proses diskusi yang terbatas dengan masyarakat.
Masyarakat yang ikut berpartisipasi adalah
masyarakat yang lebih luas daripada masyarakat
yang terpilih.

Keputusan dibuat oleh Pemerintah
dengan masyarakat yang terpilih.
Masyarakat lain tidak memiliki akses
untuk ikut berpartisipasi dalam
mengambil keputusan.

Penuh

Keputusan dibuat oleh Pemerintah dengan
pengaruh yang kuat dari masyarakat. Me lalui
proses diskusi yang instensif dengan masyarakat.
Masyarakat yang tidak hanya yang terpilih tetapi
lebih luas dan beragam.

Sumber: Moynihan (2003)

Moynihan melihat partisipasi
ideal hendaknya dicapai pada tingkat
partisipasi penuh dengan akses pada
pengambilan keputusan yang luas. Apa
yang disampaikan oleh Arnstein (1969)
dan Moynihan (2003) tersebut
merupakan cita-cita partisipasi
masyarakat untuk dicapai. Namun,
pada kenyataannya tidak dapat
dipungkiri banyak faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat
seperti kondisi yang dialami oleh
Pemerintah dan masyarakat (Wilcox,
1994).

Untuk itu Wilcox (1994)
mengembangkan bentuk lain dari
partisipasi masyarakat. Menurut
Wilcox (1994) partisipasi masyarakat
memiliki beberapa bentuk yang dapat
dipilih tergantung dari kondisi
masyarakat maupun Pemerintah.
Bentuk partisipasi masyarakat menurut
Wilcox (1994) adalah: (1) pemberian
informasi; (2) konsultasi; (3)
memutuskan bersama; (4) bertindak
bersama; dan (5) dukungan terhadap
inisiatif.
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Bentuk pertama adalah
pemberian informasi. Pada bentuk
pemberian informasi, masyarakat
hanya diberikan informasi mengenai
kegiatan yang berlangsung.
Masyarakat tidak memiliki pilihan
terhadap kegiatan yang dilakukan.
Masukan masyarakat juga tidak
diperhatikan pada bentuk ini. Bentuk
pemberian informasi dapat
dipergunakan setidaknya pada saat: (1)
pemerintah tidak memiliki kesempatan
untuk melakukan inovasi-inovasi
dalam kegiatan yang berlangsung
karena adanya aturan yang ketat; dan
(2) Pemerintah hanya akan
menyampaikan informasi tentang
sesuatu yang akan memberikan
dampak kepada Pemerintah sendiri dan
tidak memberikan dampak kepada
masyarakat. Pemberian informasi
kurang dapat dipergunakan pada saat:
(1) Pemerintah akan memberdayakan
masyarakat dalam kegiatan yang
berlangsung; (2) terdapat banyak
alternatif yang dapat dilakukan untuk
mendukung kegiatan yang
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berlangsung; dan (3) masyarakat
memiliki kekuatan untuk
mengembangkan alternatif tersebut.
Bentuk kedua adalah konsultasi.
Pada bentuk konsultasi, Pemerintah
melakukan beberapa hal sebagai
berikut: (1) mengkonsultasikan
permasalahannya kepada masyarakat;
(2) memberikan masyarakat beberapa
alternatif pilihan; (3) memberikan
masyarakat kesempatan untuk
berkomentar; dan 4)
mempertimbangkan komentar tersebut
dalam mengambil keputusan. Bentuk
konsultasi dapat dipergunakan
setidaknya pada saat: (1) Pemerintah
ingin memperbaiki pelayanan; (2)
Pemerintah memiliki tujuan yang jelas,
dan memiliki pilihan pelaksanaan
kegiatan yang sedikit; (3) kegiatan
yang berlangsung akan memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi pada bagian tertentu.
Bagian yang mereka tertarik dan dapat
mereka memahami bagian tersebut dan
menghubungkannya dengan
kepentingan mereka; dan (4)
Pemerintah mampu mengelola
tanggapan dari masyarakat untuk
dipergunakan dalam menentukan
pilihan dalam kegiatan yang
berlangsung. Konsultasi kurang tepat
dipergunakan pada saat: (1)
Pemerintah tidak ingin memperhatikan
apa yang disampaikan masyarakat
dalam kegiatan yang berlangsung; (2)
Pemerintah tidak ingin
memberdayakan masyarakat dalam
kegiatan yang berlangsung; (3)
Pemerintah tidak memiliki kejelasan
terhadap apa yang akan dilakukan dan
ide apa yang akan dicari dalam kegiatan
yang berlangsung; dan (4) Pemerintah
tidak memiliki sumberdaya dan
kemampuan dalam menggali pilihan
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pelaksanaan kegiatan atau bahkan
dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Bentuk ketiga adalah
memutuskan bersama. Pada bentuk
memutuskan bersama, Pemerintah
memberikan kesempatan pilihan
pelaksanaan kegiatan tanpa adanya
pembagian tanggung jawab untuk
melaksanakan kegiatan tersebut.
Memutuskan bersama dapat
dipergunakan setidaknya pada saat: (1)
masyarakat memiliki solusi terhadap
permasalahan yang dihadapi; (2)
Pemerintah membutuhkan ide atau
masukan yang baru dan segar dalam
kegiatan yang berlangsung; dan (3)
terdapat waktu yang cukup untuk
melaksanakan kegiatan. Memutuskan
bersama kurang tepat dipergunakan
pada saat: (1) adanya peraturan
maupun ketentuan yang ketat dalam
melaksanakan kegiatan yang
berlangsung; dan (2) Pemerintah tidak
dapat melaksanakan keputusan
tersebut sendiri.

Bentuk keempat adalah
bertindak bersama. Pada bentuk
bertindak bersama Pemerintah dan
masyarakat sepakat untuk
melaksanakan kegiatan secara
bersama. Bertindak bersama dapat
dipergunakan setidaknya pada saat: (1)
satu pihak tidak dapat mendapatkan
apa yang dikehendakinya ketika
melaksanakan kegiatan secara sendiri-
sendiri; (2) terdapat kepentingan dan
masing-masing pihak mendapatkan
keuntungan ketika melakukannya
secara bersama-sama; dan (3) adanya
komitmen terhadap waktu dan usaha
untuk mewujudkan kerjasama dalam
kegiatan yang berlangsung. Bertindak
bersama kurang tepat dipergunakan
pada saat: (1) salah satu pihak
memegang seluruh kewenangan dan
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sumberdaya untuk melaksanakan
kegiatan; (2) tidak ada komitmen untuk
membentuk kerjasama dalam kegiatan
yang berlangsung; dan (3) masyarakat
memiliki keinginan untuk membuat
keputusan bersama namun tidak ingin
melaksanakannya.

Bentuk kelima adalah inisiatif
masyarakat. Pada bentuk dukungan
terhadap inisiatif masyarakat dibantu
untuk membentuk dan melaksanakan
keinginannya terhadap sebuah
kegiatan. Masyarakat membentuk
organisasi,mengelolasendiri
sumberdaya, dan melaksanakan sendiri
kegiatan. Pada bentuk dukungan
terhadap inisiatif tepat digunakan
setidaknya pada saat: (1) terdapat
komitmen bersama untuk
memberdayakan masyarakat secara
sendiri-sendiri maupun berkelompok
dalam kegiatan yang berlangsung; dan
(2) masyarakat tertarik dan memiliki
keinginan untuk memulai inisiatif dan
melaksakannya. Dukungan terhadap
inisiatif kurang tepat dipergunakan
pada saat: (1) tidak ada komitmen
Pemerintah untuk mendukung kegiatan
tersebut; (2) tidak terdapat sumberdaya
untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan dalam jangka panjang; dan (3)
waktu yang tersedia sedikit dalam
melaksanakan kegiatan.

Pada pembahasan dibagian
sebelumnya telah disinggung bahwa
partisipasi masyarakat merupakan
tindakan ambil bagian masyarakat
dalam kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah. Sementara salah satu
kegiatan yang dilakukan Pemerintah
adalah menyelenggarakan pelayanan
publik. Untuk itu partisipasi
masyarakat hendaknya juga dilakukan
dalam hal penyelenggaraan pelayanan
publik.

317

Fajar Iswahyudi

PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan
kegiatan atau serangkaian kegiatan
dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat yang dilakukan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(UU No. 25 Th. 2009) penyelenggara
pelayanan publik adalah setiap institusi
penyelenggara negara, korposasi,
lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik.
Penyelenggara pelayanan publik
setidaknya terdiri atas: (1) organisasi
penyelenggara pelayanan publik yang
terdiri atas satuan kerja penyelenggara
pelayanan publik yang berada
dilingkungan institusi penyelenggara
negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan
publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan
pelayanan publik; dan (2) pelaksana
pelayanan publik terdiri atas pejabat,
pegawai, petugas, dan setiap orang
bekerja didalam organisasi
penyelenggara yang bertugas
melaksanakan tindakan atau
serangkaian kegiatan pelayanan
publik. Sedangkan masyarakat yang
terdiri atas seluruh pihak, baik warga
negara maupun penduduk sebagai
orang perseorangan, kelompok,
maupun badan hukum yang
berkedudukan sebagai penerima
manfaat pelayanan publik, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Bagaimana pelayanan publik
dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik dapat dilihat dari

Jurnal Borneo Administrator | Volume 8| No. 3| 2012



EFEKTIFITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul)

Fajar Iswahyudi

indikator pelayanan publik. Indikator
pelayanan publik yang dapat
dipergunakan adalah indikator yang
dikembangkan oleh Zeithaml dkk.
(1990), yaitu: (1) wujud; (2) keandalan;
(3) daya tanggap; (4) jaminan; dan (5)
empati. Wujud merupakan bentuk fisik
yang ditunjukan dengan adanya sarana
dan prasarana pendukung pelayanan
publik serta penampilan dari pelaksana
pelayanan publik itu sendiri.
Keandalan merupakan kemampuan
organisasi pelayanan publik untuk
memberikan publik sesuai dengan yang
dijanjikan dan akurat. Daya tanggap
merupakan keinginan pelaksana
pelayanan publik untuk membantu
masyarakat dan memberikan
pelayanan secara cepat. Jaminan
merupakan kemampuan dan
pengetahuan pelaksana pelayanan
publik yang mampu menumbuhkan
rasa percaya masyarakat. Empati
merupakan pemberian perhatian
pribadi dalam upaya memahami
kebutuhan masyarakat. Masing-
masing indikator tersebut dapat diukur
dari sikap ketidakpuasan masyarakat.
Ketidakpuasan ini merupakan perasaan
atau penilaian kurang baik masyarakat
terhadap kualitas pelayanan publik
yang diberikan oleh penyelenggara
pelayanan publik (Bitner dan Hubbert,
1994 dalam Johnson, 1995).
Ketidakpuasan ini ditunjukan dengan
pengaduan masyarakat ternadap
pelayanan publik.

PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERBAIKAN
PELAYANAN PUBLIK

Saat ini kondisi pelayanan
publik masih memprihatinkan.
Partisipasi masyarakat dalam
perbaikan pelayanan publik dianggap
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menjadi salah satu cara untuk
memperbaiki pelayanan publik. Untuk
itu Pemerintah mengeluarkan
Permenpan No. 13/2009 sebagai
pedoman untuk melaksanakan
partisipasi masyarakat dalam
perbaikan pelayanan publik.

Permenpan dilakukan dalam
lima tahapan yang saling berkaitan satu
dengan yang lainnya. Tahapan tersebut
yaitu: (1) penataan awal; (2) lokakarya
pengaduan masyarakat; (3) survei
pengaduan masyarakat; (4) lokakarya
analisis masalah penyebab pengaduan
masyarakat dan rencana tindak nyata;
dan (5) pemantauan dan evaluasi.

Pada tahapan penataan awal
dilakukan langkah-langkah persiapan
pelaksanaan Permenpan No. 13/2009,
seperti meyakinkan penyelenggara
pelayanan agar bersedia melaksanakan
Permenpan No. 13/20009,
mempersiapkan sumberdaya
pendukung, dan hal lainnya.

Pada tahapan lokakarya
pengaduan masyarakat dilakukan
inventarisasi pengaduan masyarakat
untuk mengetahui kondisi pelayanan
publik. Masyarakat, penyelenggara
pelayanan publik, dan pelaksana
pelayanan publik pada organisasi
penyelenggara pelayanan publik
dilibatkan. Lokakarya ini
menghasilkan sejumlah pengaduan
yang akan dimasukan kedalam
kuisioner pengaduan masyarakat.

Tahapan survei pengaduan
masyarakat dilakukan untuk
mengkonfirmasi pengaduan yang ada
dalam kuisioner pengaduan
masyarakat yang dihasilkan pada
tahapan sebelumnya kepada sebanyak
mungkin masyarakat. Hasil dari survei
ini adalah Indeks Pengaduan
Masyarakat (IPM) yang
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menggambarkan urutan pengaduan
masyarakat dari yang terbanyak
diadukan sampai dengan yang paling
sedikit diadukan.

Pada lokakarya analisis masalah
penyebab pengaduan masyarakat dan
rencana tindak nyata dilakukan analisis
penyebab pengaduan dengan
menggunakan dasar IPM dari tahap
sebelumnya. Peserta terdiri atas
masyarakat, penyelenggara pelayanan
publik, dan pelaksana pelayanan publik
dari organisasi penyelenggara
pelayanan publik. Para peserta secara
bersama-sama menganalisis penyebab
pengaduan masalah dan solusi yang
dapat dilakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Solusi yang
dapat dilakukan oleh organisasi
penyelenggara pelayanan publik
dituangkan ke dalam Janji Perbaikan
Pelayanan (JPP) dan solusi yang tidak
dapat dilakukan oleh organisasi
penyelenggara pelayanan publik
namun dapat dilakukan oleh
penyelenggara pelayanan publik di
tuangkan kedalam Rekomendasi
Perbaikan Pelayanan (RPP).

Tahapan selanjutnya adalah
pemantauan dan evaluasi. Pada tahap
ini pelaksanaan JPP dan RPP dipantau
dan dievaluasi. Untuk memperoleh
informasi mengenai pelaksanaan JPP
dan RPP sekaligus melakukan langkah-
langkah yang dapat diperlukan untuk
mewujudkan JPP dan RPP tersebut.

Adanya Permenpan No. 13/2009
diharapkan mampu membantu
pelaksanaan partisipasi masyarakat
dalam perbaikan pelayanan publik
sehingga partisipasi masyarakat dapat
efektif memperbaiki pelayanan publik.
Efektifitas merupakan ukuran
bagaimana kebijakan atau program
mampu mencapai tujuan. Jika
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dikaitkan dengan dengan indikator
perbaikan pelayanan publik yang
terdiri dari 5 indikator. Perbaikan
pelayanan publik merupakan
perubahan kondisi pelayanan publik
kearah yang lebih baik. Kondisi
pelayanan publik sebelum pelaksanaan
Permenpan No. 13/2009 dapat diukur
melalui pengaduan yang dapat
dikategorikan kedalam indikator
pelayanan publik. Sedangkan
perbaikan pelayanan publik dilihat dari
bagaimana perbaikan yang dilakukan
terhadap pengaduan tersebut. Jika
ditemukan adanya perbaikan yang
dilakukan untuk mengatasi pengaduan
masyarakat walaupun hanya satu
langkah perbaikan, maka disimpulkan
telah terjadi perbaikan pada indikator
pelayanan publik yang bersangkutan.

Efektifitas partisipasi
masyarakat dapat diperingkatkan
sebagai berikut: (1) efektifitas tinggi,
terjadi ketika partisipasi masyarakat
mampu memperbaiki 4-5 indikator
pelayanan publik; (2) efektifitas
sedang, terjadi ketika partisipasi
masyarakat mampu memperbaiki 2-3
indikator pelyanan publik; dan (3)
efektifitas rendah, terjadi ketika
partisipasi masyarakat mampu
memperbaiki 1 indikator pelayanan
publik.

Walaupun demikian perlu kita
sadari bahwa pelaksanaan partisipasi
masyarakat dalam perbaikan pelayanan
publik tidak berlangsung pada ruang
hampa. Banyak faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan partisipasi
masyarakat dalam perbaikan pelayanan
publik. Dua diantaranya yang
diprediksikan akan mempengaruhi
adalah kesadaran dan komunikasi.

Kesadaran merupakan
keadaan mengerti seseorang terhadap
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apa yang dirasakan atau dialami
termasuk didalamnya peroalan
didalamnya dan penyebab dari
persoalan itu. Menurut Freire (1970)
dalam Fakih (2011) kesadaran dapat
dibagi menjadi tiga, yaitu: (1)
kesadaran magis; (2) kesadaran naif;
dan (3) kesadaran kritis. Kesadaran
magis merupakan keadaan dimana
masyarakat maupun Pemerintah
menyadari adanya permasalahan
pelayanan publik dan menyadari
bahwa buruknya pelayanan publik
tersebut disebabkan oleh faktor diluar
kemampuan manusia, seperti
disebabkan oleh sihir, kutukan dan lain
sebagainya. Kesadaran naif
merupakan keadaan dimana
masyarakat maupun Pemerintah
menyadari adanya permasalahan
pelayanan publik dan menyadari
bahwa buruknya pelayanan publik
tersebut disebabkan oleh faktor
manusia. Kesadaran kritis merupakan
keadaan dimana masyarakat maupun
Pemerintah menyadari adanya
permasalahan pelayanan publik dan
menyadari bahwa buruknya pelayanan
publik tersebut disebabkan oleh faktor
sistim dan struktur yang berlaku.
Komunikasi merupakan
bentuk interaksi manusia yang saling
pengaruh mempengaruhi satu sama
lainnya secara sengaja maupun tidak
sengaja. Setidaknya tedapat tiga model
komunikasi, yaitu: (1) model
komunikasi Lasswell (Cengara: 1998);
(2) model komunikasi Osgood dan
Schramm (Cengara: 1998); dan (3)
model komunikasi partisipatif (Tufte
dan Mefalopulos, 2009). Model
komunikasi Lasswell terjadi ketika ada
interaksi antar manusia dengan
manyampaikan pesan kepada penerima
pesan dengan menggunakan berbagai
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media dan melihat dari informasi
tersebut. Model komunikasi Osgood
dan Schramm terjadi ketika ada
interaksi antar manusia untuk saling
mempengaruhi. Model komunikasi
partisipatif terjadi ketika ada interaksi
antar manusia yang saling
mempengaruhi untuk menghasilkan
sesuatu yang merupakan pengertian
bersama dari pihak yang saling
mempengaruhi tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini
mengambil lokus di Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul yang telah
melaksanakan Permenpan No. 13 Th.
2009. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan teknik wawancara
dan dokumentasi.

Informan wawancara berasal
dari unsur Pemerintah yang terdiri atas
pejabat dan mantan pejabat Pemerintah
Kabupaten Bantul (Sekretariat
Kabupaten Bantul dan Dinas Perijinan)
yang terlibat dalam pelaksanaan
Permenpan No. 13/2009 serta Pejabat
Sekretariat Kabupaten Bantul dan
Dinas Perijinan.

Dokumen yang menjadi sumber
informasi diantaranya adalah (1)
Renstra 2011-2015 Dinas Perijinan
Pemerintah Kabupaten Bantul; (2)
Laporan Pelaksanaan Program Manual
Praktis (Permenpan No. 13/2009) di
Kabupaten Bantul Tahun 2009; (3)
Laporan Tindak Lanjut Penerapan
Manual (Permenpan No. 13/2009)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Melalui Partisipasi Masyarakat di
Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
Tahun 2010; (4) Laporan Lokakarya
Pemantauan dan Evaluasi Penerapan
Permenpan 13/2009 di Dinas Perijinan
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Kabupaten Bantul, 25-26 Oktober
2010.

Metode analisis data dilakukan
dengan metode Miles dan Huberman
dengan proses tahapan mereduksi data,
memperingkatkan data, sintesisasi, dan
menyusun hipotesis kerja (Moleong,
2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Permenpan No. 13/2009
di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

Berdasarkan dari hasil
wawancara dan analisis dari dokumen
dapat dijelaskan proses pelaksanaan
Peremenpan No. 13/2009 sebagali
berikut. Pelaksanaan partisipasi
masyarakat dalam perbaikan pelayanan
publik dengan Permenpan No. 13/2009
dilaksanakan oleh Pemkab Bantul
bekerjasama dengan bekerjasama
dengan Kemenpan dan RB.

Pemkab Bantul mengusulkan
Dinas Perijinan sebagai objek
pelaksanaan Permenpan No. 13/2009,
dengan pertimbangan diantaranya: (1)
posisi Dinas Perijinan sebagai salah
satu pelayanan publik yang
bersentuhan langsung dengan
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masyarakat; (2) usia Dinas Perijinan
yang relatif muda, sehingga dianggap
masih banyak yang perlu diperbaiki;
dan (3) adanya amanah dari Bupati
Bantul untuk meningkatkan pelayanan
perijinan.

Usulan ini kemudian disetujui
oleh pihak Kemenpan dan RB. Sebagali
tindak lanjutnya Pemkab Bantul dan
Kemenpan dan RB bersepakat untuk
menandatangani perjanjian kerjasama
yang bernomor
SKB/8/DVPAN/7/2009 dan nomor
37/Perj/Bt/2009 tanggal 22 Juli 2009.
Berdasarkan surat perjanjian kerjasama
tersebut pihak Kemenpan dan RB
hanya berwenang untuk memberikan
bantuan teknis, tenaga fasilitator, dan
menyediakan bahan bacaan.
Sedangkan pihak Pemkab Bantul
bertanggung jawab pada pelaksanaan
Permenpan No. 13/2009 secara
keseluruhan. Permenpan No. 13/2009
dilakukan pada April 2009 sampai
dengan Oktober 2010 atau dalam kurun
waktu kurang lebih 1,5 tahun. Secara
kronologis pelaksanaan Permenpan
No. 13/2009 digambarkan pada tabel
berikut ini.

Tabel 3: Kronologis Pelaksanaan Permenpan 13/2009 pada Dinas Perijinan

No Tahapan Waktu Pelaksanaan

1 Penataan Awal April 2009

2 | Lokakarya Pengaduan Masyarakat 22 dan 23 Juli 2009

3 | Survei Pengaduan Masyarakat 1-12 Agustus 2009

4 Lokakarya Analisis Masalah Penyebab 19-21 Agustus 2009
Pengaduan dan Rencana Tindak Nyata

5 | Pemantauan dan Evaluasi 22-23 Oktober 2010

Sumber : Data Sekunder Diolah

Pelaksanaan Permenpan No.
13/2009 diawali dengan tahapan
penataan awal. Penataan awal
dipergunakan oleh Pemkab Bantul
untuk mempersiapkan semua
kebutuhan, seperti mempersiapkan
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produk hukum pendukung yang berupa
surat-surat keputusan dan
mempersiapkan sarana prasarana, dan
hal teknis lainnya. Selanjutnya
dilakukan tahapan lokakarya
pengaduan masyarakat.
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Lokakarya pengaduan
masyarakat dilakukan untuk
menghimpun pengaduan masyarakat
terhadap pelayanan publik yang
diberikan oleh Dinas Perijinan.
Lokakarya ini dilakukan dua hari yaitu
tanggal 22-23 Juli 2009 di aula Bank
Perkreditan Rakyat Bantul.

Menurut Kerangka Acuan
Penyelenggaraan Lokakarya
Mekanisme Pengaduan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Perijinan Pada
Dinas Perijinan (2009), peserta yang
diundang berjumlah 103 (seratus tiga)
orang. Dari jumlah tersebut 50 orang
dari unsur masyarakat, mulai dari
anggota DPRD, pengguna pelayanan
publik, sampai dengan Media Masa.
Sisanya, 63 (enam puluh tiga) orang
dari unsur penyelenggara pelayanan
publik. Seluruh peserta tersebut
ditentukan oleh Pemkab Bantul dan
Kemenpan dan RB.

Pada lokakarya tersebut
masyarakat aktif menyampaikan
pengaduan, yang kemudian disepakati
menjadi hasil lokakarya. Jumlah
pengaduan masyarakat hasil dari
lokakarya tersebut adalah 27 (dua
puluh tujuh) pengaduan, sebagai
berikut: (1) sosialisasi syarat-syarat
perijinan belum optimal/mencapali
sasaran; (2) kurangnya koordinasi antar
petugas terkait; (3) penetapan retribusi
tidak sesuai dengan keadaan
dilapangan; (4) blanko/format
persyaratan perijinan belum tersedia di
Kecamatan; (5) ruang tunggu kurang
nyaman,  (6) bahasa dan format
pengisian formulir terlalu rumit (tidak
ada contoh pengisian formulir); (7) tim
survei lapangan tidak memberitahukan
informasi mengenai pembatalan/
perubahan jadwal cek lokasi; (8)
pengurusan ijin lebih cepat jika
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dititipkan pada PNS/Calo/Biro jasa
dari pada mengurus sendiri; (9) tidak
ada jaminan perlindungan hukum bagi
pengusaha yang mempunyai ijin
dibandingkan dengan pengusaha yang
tidak berijin; (10) kedatangan petugas
lapangan untuk pengecekan lokasi
sering tidak tepat waktu; (11) informasi
keberadaan berkas perijinan kurang
jelas; (12) waktu penyelesaian
perijinan tidak sesuai dengan waktu
penyelesaian yang ditetapkan didalam
perda perijinan; (13) tidak ada
pengawasan pasca ijin diterbitkan; (14)
alur pengurusan ijin kurang
transparan/tidak jelas; (15) biaya
pengurusan ijin mahal; (16) dalam
pengurusan ijin masih ada praktek
pengistimewaan keluarga
pejabat/pejabatnya; (17) masih ada
praktek percaloan; (18) masih ada
campur tangan dari dinas/instansi
terkait dalam penerbitan ijin yang
mengakibatkan ijin lama terbit; (19)
antrian loket terlalu lama; (20) ada
petugas yang meminta/menerima uang
tambahan untuk mempercepat
pengurusan ijin; (21) petugas lapangan
yang bertugas kelokasi sering
menambah persyaratan tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; (22)
petugas loket kurang mampu
memberikan penjelasan tentang
persyaratan perijinan; (23) petugas
pelayanan kurang ramah; (24) petugas
pelayanan hadir tidak tepat waktu; (25)
petugas pulang sebelum jam kerja
berakhir; (26) masyarakat masih
diwajibkan untuk membayar biaya
administrasi disetiap meja pelayanan;
dan (27) ada ijin HO (ijin gangguan)
yang terbitkan tanpa mendapat
persetujuan dahulu dari
tetangga/lingkungan sekitar.
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Semua pengaduan tersebut yang
kemudian dimas ukan kedalam
kuisioner yang akan disurveikan pada
tahapan survei pengaduan masyarakat.
Survei pengaduan masyarakat ini
dilakukan 12 (dua belas) hari yang
dimulai pada tanggal 1-12 Agustus
2009. Pemkab Bantul memutuskan
minimal responden yaitu sebanyak
1100 (seribu seratus) pemohon ijin.
Responden yang akan disurvei adalah
pemohon ijin dan pihak lain yang
ditentukan oleh Pemkab Bantul.
Petugas survei pengaduan masyarakat
berasal dari unsur Pemkab Bantul.
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Masyarakat hanya dilibatkan oleh
Pemkab Bantul dalam kegiatan
rekapitulasi hasil survey yang
dilakukan 3 (tiga) kali selama survei
berjalan.

Total kuisioner yang disebarkan
adalah 1.100 kuisioner. Total kuisioner
yang dikembalikan adalah 1.071
sehingga kuisioner yang tidak
dikembalikan sebanyak 29 kuisioner.
Dari kuisioner tersebut diperoleh IPM
yang dipergunakan sebagai bahan pada
tahapan lokakarya analisa penyebab
pengaduan masyarakat dan rencana
tindak nyata.

Tabel 4. Indeks Pengaduan Masyarakat

No Pernyataan Pengaduan Jumlah
1 Sosialisasi syarat-syarat perijinan belum optimal/mencapai sasaran 578
2 Kurangnya koordinasi antar petugas terkait 518
3 Penetapan retribusi tidak sesuai dengan keadaan /lokasi dilapangan 387
4 Blanko/format persyaratan perijinan belum tersedia di Kecamatan 386
5 Ruang tunggu kurang nyaman 372
6 Bahasa dan format pengisian formulir terlalu rumit (tidak ada contoh pengisian formulir) 308
7 Tim survei lapangan tidak memberitahukan informasi mengenai pembatalan/perubahan 264
jadwal cek lokasi

8 Pengurusan ijin lebih cepat jika dititipkan pada PNS/Calo/Biro jasa dari pada mengurus 245
sendiri

9 Tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi pengusaha yang mempunyai ijin 231
dibandingkan dengan pengusaha yang tidak berijin

10 Kedatangan petugas lapangan untuk pengecekan lokasi sering tidak tepat waktu 225
11 Informasi keberadaan berkas perijinan kurang jelas 210
12 Waktu penyelesaian perijinan tidak sesuai dengan waktu penyelesaian yang ditetapkan 205

didalam perda perijinan

13 Tidak ada pengawasan pasca ijin diterbitkan 199
14 | Alur pengurusan ijin kurang transparan/tidak jelas 190
15 Biaya pengurusan ijin mahal 187
16 Dalam pengurusan ijin masih ada praktek pengistimewaan keluarga pejabat/pejabatnya 170
17 Masih ada praktek percaloan 156
18 Masih ada campur tangan dari dinas/instansi terkait dalam penerbitan ijin yang 144

mengakibatkan ijin lama terbit

19 Antrian loket terlalu lama 130
20 Ada petugas yang meminta/menerima uang tambahan untuk mempercepat pengurusan ijin 126
21 Petugas lapangan yang bertugas kelokasi sering menambah persyaratan tidak sesuai 124

dengan ketentuan yang berlaku

22 Petugas loket kurang mampu memberikan penjelasan tentang persyaratan perijinan 120
23 Petugas pelayanan kurang ramah 114
24 Petugas pelayanan hadir tidak tepat waktu 89
25 Petugas pulang sebelum jam kerja berakhir 88
26 Masyarakat masih diwajibkan untuk membayar biaya administrasi disetiap meja pelayanan 70
27 Ada ijin HO (ijin gangguan) yang terbitkan tanpa mendapat persetujuan dahulu dari 69

tetangga/lingkungan sekitar
Jumlah 5905

Sumber: Data Sekunder Di Olah
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IPM tersebut kemudian menjadi
dasar untuk menganalisis masalah
pengaduan masyarakat yang akan
dilakukan pada tahap lokakarya
analisis masalah pengaduan
masyarakat dan rencana tindak nyata.
Lokakarya analisis masalah penyebab
pengaduan masyarakat dan rencana
tindak nyata dilaksanakan pada tanggal
19-21 Agustus 2009 bertempat di
Operation Room Gedung Induk Lantai
3, Kompleks Gedung Parasamya
Kabupaten Bantul.

Peserta yang diundang berasal
dari unsur masyarakat dan dari unsur
Pemkab Bantul. Peserta yang diundang
berjumlah 105 (seratus lima) orang.
Dari jumlah tersebut hanya 40 orang
dari unsur masyarakat, mulai dari
anggota DPRD, pengguna pelayanan
publik, sampai dengan Media Masa.
Sisanya, 65 (enam puluh lima) orang
berasal dari unsur penyelenggara
pelayanan publik. Seluruh peserta
tersebut ditentukan oleh Pemkab
Bantul dan Kemenpan dan RB.

Pada proses lokakarya tidak
semua pengaduan yang dianalisis,
peserta telah bersepakat untuk hanya
melakukan analisis terhadap 16 (enam
belas) pengaduan, yaitu: (1) sosialisasi
syarat-syarat perijinan belum
optimal/mencapai sasaran; (2)
kurangnya koordinasi antar petugas
terkait; (3) penetapan retribusi tidak
sesuai dengan keadaan /lokasi
dilapangan; (4) blanko/format
persyaratan perijinan belum tersedia di
Kecamatan; (5) ruang tunggu kurang
nyaman; (6) bahasa dan format
pengisian formulir terlalu rumit (tidak
ada contoh pengisian formulir); (7) tim
survei lapangan tidak memberitahukan
informasi mengenai
pembatalan/perubahan jadwal cek
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lokasi; (8) pengurusan ijin lebih cepat
jika dititipkan pada PNS/Calo/Biro jasa
dari pada mengurus sendiri; (9) tidak
ada jaminan perlindungan hukum bagi
pengusaha yang mempunyai ijin
dibandingkan dengan pengusaha yang
tidak berijin; (10) kedatangan petugas
lapangan untuk pengecekan lokasi
sering tidak tepat waktu; (11) informasi
keberadaan berkas perijinan kurang
jelas; (12) waktu penyelesaian
perijinan tidak sesuai dengan waktu
penyelesaian yang ditetapkan didalam
perda perijinan; (13) tidak ada
pengawasan pasca ijin diterbitkan; (14)
alur pengurusan ijin kurang
transparan/tidak jelas; (15) biaya
pengurusan ijin mahal; dan (16) dalam
pengurusan ijin masih ada praktek
pengistimewaan keluarga
pejabat/pejabatnya.

Seluruh peserta kemudian
menganalisis masalah penyebab dari
16 (enam belas) pengaduan masyarakat
tersebut. Analisis dilakukan dengan
memetakan penyebab dari pengaduan
untuk kemudian dilakukan analisis
solusi-solusi yang dapat dilakukan
untuk mengatasi masalah tersebut.
Hasil analisis tersebut dapat dilihat
pada Tabel 5. Solusi-solusi yang dapat
dilakukan untuk mengatasi pengaduan
tersebut kemudian dituangkan kedalam
JPP dan RPP.

Dokumen JPP dituangkan dalam
surat resmi Dinas Perijinan Nomor
503/1137a dan RPP dituangkan delam
surat Dinas Perijinan Nomor
403/1173b. Penandatangan JPP dan
RPP dilakukan oleh Kepala Dinas
Perijinan dan disaksikan oleh Bupati
Bantul, Ketua DPRD Bantul, dan dari
unsur masyarakat. Acara
penandatanganan ini digelar pada
tanggal 21 Agustus 2009 bertempat di
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Operation Room Gedung Induk Lantai
3 Kompleks Parasamya Kabupaten
Bantul. Dokumen JPP dan RPP
kemudian dipublikasikan melalui
media masa, radio, spanduk dan
standing banner.

Pemantauan dan Evaluasi
dilakukan pada tanggal 25-26 Oktober
2010 atau sekitar lebih dari satu tahun
setelah penandatanganan dokumen JPP
dan RPP. Pemantauan dan Evaluasi
dilakukan oleh Kemenpan dan RB dan
masyarakat. Peserta pemantauan dan
evaluasi dari unsur masyarakat
berjumlah 3 (tiga) orang dari 150
(seratus lima puluh) orang peserta yang
mengikuti kegiatan tersebut. Hasil dari
kegiatan pemantauan dan evaluasi
dapat dilihat pada Tabel 5.

Jenis dan Bentuk Partisipasi
Masyarakat pada Pelaksanaan
Permenpan No. 13/2009 di Dinas
Perijinan Kabupaten Bantul
Berdasarkan dari hasil
wawancara dan analisis dari dokumen
dapat dijelaskan jenis dan bentul
pelaksanaan Peremenpan No. 13/2009
sebagai berikut. Jika dianalisis
menggunakan tingkat partisipasi
masyarakat yang dikembangkan oleh
Arnstein (1969), pelaksanaan
Permenpan No. 13/2009 di Dinas
Perijinan termasuk kedalam anak
tangga placation . Masyarakat
diberikan kesempatan untuk
memberikan masukan dalam
pengambilan keputusan perbaikan
pelayanan publik. Namun, masyarakat
yang ikut berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan tersebut
ditentukan oleh Pemkab Bantul dan
Kemenpan dan RB dan keputusan
perbaikan pelayanan publik masih
diambil oleh Pemkab Bantul. Placation
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yang termasuk kedalam kategori
tokenism ini menunjukan bahwa
masyarakat sedikit memiliki akses
kepada pengambilan keputusan dan
juga masukan yang diberikan hanya
sedikit mempengaruhi keputusan.

Jika dianalisis menggunakan
tingkat partisipasi masyarakat yang
dikembangkan oleh Moynihan (2003),
pelaksanaan Permenpan No. 13/2009
di Dinas Perijinan dapat dimasukan
kedalam tingkat partisipasi penuh
dengan akses masyarakat kepada
pengambilan keputusan pelayanan
publik sempit. Keputusan perbaikan
pelayanan publik dibuat oleh Pemkab
Bantul dengan masyarakat yang
terpilih. Masyarakat lain tidak
memiliki akses untuk ikut
berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan karena masyarakat yang ikut
berpartisipasi ditentukan oleh Pemkab
Bantul dan Kemenpan dan RB.

Jika dianalisis menggunakan
tingkat partisipasi masyarakat yang
dikembangkan oleh Wilcox (1994),
pelaksanaan Permenpan No. 13/2009
di Dinas Perijinan dapat dimasukan
kedalam bentuk konsultasi. Pemerintah
akan mengkonsultasikan
permasalahannya kepada masyarakat,
memberikan mereka beberapa
alternatif pilihan, memberikan
masyarakat kesempatan untuk
berkomentar, dan mempertimbangkan
komentar tersebut dalam mengambil
keputusan.

Pemkab Bantul
mengkonsultasikan permasalahan
pelayanan publik kepada masyarakat
dalam kegiatan lokakarya pengaduan
masyarakat dan survei pengaduan
masyarakat. Hasilnya adalah inventaris
pengaduan masyarakat ternadap
pelayanan publik Dinas Perijinan.
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Pemkab Bantul juga
memberikan alternatif pilihan
perbaikan pelayanan publik,
memberikan kesempatan masyarakat
untuk berkomentar, dan
mempertimbangkan komentar tersebut
pada seluruh pada tahapan lokakarya
analisis masalah pengaduan
masyarakat dan rencana tindak nyata.
Pemerintah dan masyarakat bersama-
sama menganalisa masalah penyebab
dan alternatif pilihan perbaikan
pelayanan publik terhadap masalah
pengaduan masyarakat. Pemerintah
mempertimbangkan hasil tersebut
untuk dituangkan kedalam JPP dan
RPP.

Bentuk partisipasi masyarakat
ini sudah sesuai dengan kondisi yang
digambarkan oleh Wilcox. Wilcox
menegaskan konsultasi sesuai dengan
kondisi Pemerintah yang ingin
memperbaiki pelayanan. Demikian
juga Permenpan No. 13/2009 ini
dipergunakan untuk memperbaiki
pelayanan publik di Dinas Perijinan.

Wilcox juga menyatakan bahwa
bentuk ini partisipasi masyarakat yang
akan dilakukan memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi pada bagian tertentu.
Bagian yang mereka tertarik dan dapat
mereka memahami bagian tersebut dan
menghubungkannya dengan
kepentingan mereka. Masyarakat
dilibatkan dalam kegiatan lokakarya
pengaduan masyarakat dan survei
pengaduan masyarakat. Masyarakat
tertarik dan memahami bagian ini
sehingga antusias mengikutinya karena
pada bagian ini masyarakat diberikan
kesempatan seluas-luasnya untuk
mengadukan pelayanan publik di Dinas
Perijinan. Kemudian pada lokakarya
analisis masalah penyebab pengaduan
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masyarakat dan pemantauan evaluasi
karena bagian ini mereka ingin dan
diberikan kesempatan untuk melihat
proses pengelolaan pengaduan yang
didapatkan pada tahapan sebelumnya
juga tindak lanjut dari pengelolaan
pengaduan tersebut.

Berdasarkan analisis jenis dan
bentuk pelayanan publik diketemukan
bahwa jenis partisipasi masyarakat
belum mencapai pemberdayaan
masyarakat secara penuh dan juga
belum memberikan akses masyarakat
secara luas terhadap pengambilan
keputusan. Namun, dari sisi bentuk,
partisipasi masyarakat telah sesuai
dengan kondisi yang dihadapi oleh
Pemerintah maupun masyarakat.

Perbaikan Pelayanan Publik

Perubahan pelayanan publik
sebagai akibat dari pelaksanaan
Permenpan No. 13/2009 dapat dilihat
dari perbandingan kondisi indikator
pelayanan publik pada saat
pelaksanaan pedoman tersebut.
Pelaksanaan Permenpan No. 13/2009
dimulai pada bulan Juni 2009 yang
ditandai dengan dilakukannnya
tahapan penataan awal. Dan
pelaksanaannya diakhiri pada tanggal
25-26 Oktober 2010 dengan
dilakukannya tahapan pemantauan dan
evaluasi.

Mengingat bahwa tahapan
penataan awal merupakan tahapan
persiapan pelaksanaan pedoman dan
belum memetakan kondisi pelayanan
publik pada Dinas Perijinan. Namun,
pada tahapan selanjutnya yaitu
lokakarya pengaduan masyarakat pada
tanggal 22-23 Juli 2009 dilakukan
pemetaan kondisi pelayanan publik,
maka tahapan ini dipilih menjadi
kondisi awal pelayanan publik Dinas
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Perijinan sebelum pelaksanaan
Permenpan No. 13/2009. Sedangkan
pada saat tahap pemantauan dan
evaluasi dilakukan tanggal 25-26
Oktober 2010, maka kondisi pelayanan
publik pada saat itu merupakan kondisi
pelayanan publik setelah pelaksanaan
Permenpan No. 13/20009.

Permenpan No. 13/2009
memetakan kondisi pelayanan publik
dengan menginventarisir pengaduan
masyarakat yang kemudian menjadi
dasar dalam pengambilan keputusan
dalam rangka perbaikan pelayanan
publik sehingga ada keterkaitan yang
sangat erat antara pengaduan
masyarakat yang diinventarisir dan
keputusan perbaikan pelayanan publik.
Atau dengan kalimat lain perbaikan
pelayanan publik hanya difokuskan
kepada pengaduan yang berhasil
diinventarisir.
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Untuk itu penelitian ini
membatasi analisis perbaikan
pelayanan publik hanya berdasarkan
pengaduan sehingga kondisi pelayanan
publik diluar pengaduan tersebut tidak
dianalisis. Pengaduan tersebut
kemudian digolongkan kedalam lima
indikator yang telah ditetapkan
sebelumnya. Berdasarkan keterkaitan
antara pengaduan dan pengertian dari
masing-masing indikator pelayanan
publik. Perbaikan terhadap masing-
masing kondisi yang dinilai pada saat
akhir pelaksanaan menjadi justifikasi
apakah ada perbaikan dari indikator
tersebut. Hasil penggolongan tersebut
dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan dari hasil
wawancara dan analisis dari dokumen
dapat dijelaskan perbaikan-perbaikan
pelayanan publik yang dilakukan
berdasarkan pengaduan pada Tabel 5
sebagai berikut.

Jurnal Borneo Administrator | Volume 8| No. 3 | 2012



EFEKTIFITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul)

Fajar Iswahyudi

N
1suelsul uereqjjow
Jnwio Jinuioy uersiBad wnjaq oyuelg
uersibuad uejisesijelsqsuain ueyisesifeIsosusiy (g) uep Jewoy ueunsnfuad
(%) uep Linupy ‘s1uyja) Isuelsul uesppedijaw () uep ‘siuxa) IsUgIsul
uersiBuad uexreselfelsqsusin uebuap nusbuguwip npoud uexeunbfuaw (nnuuagy
(€) ‘ainwuioy wepep ekeyeq yepnuw uep eueysapas pued  yisew oyuelq uersibuad yojuoofepe
ueeunfbuad uexeueysapdAusin uexeunfBusw Jinfuloy uelbeqas (g) ‘injuioy epn) nwnJ nigpiy
@ ‘ueisibyiad unsnAus|Al () ‘ueisipuad ueisibuad isesel|p1sos Jnwioy ueisiBuad
ynfuniad Buen ::m:?m_s_ (1) nfunyad unsnAusiy (T)- uexpedepuaw wnjaf (T) Jewoy uep esefjeq
nbBun
1SNy uep Jauonipudo 41y
uebuap nbHuny Buens sgujises nbBuny Buen. seygise}
yequieusy (v7) uep ‘nreq Qunpab ujlgn uedexBusay ymun
ueunBuequiad uexnsnBuain ueueAead 1509o]1} uesebbue uexnfefliain dexBuaj Buefny
(€) ‘uebuens yequipuai uebuap rensss 1pieq sey|ked (g) uep dwsas(z) uep ‘Buefs ueejeusd uewgequb buny
(2) ‘nBbuny Buen. eyeud (T) Bunpap ueunbuequiadbueny (T)uefjewiidobua N (T) Bueany nbAuny Bueny
eeseAsew ysjo uexeplebip
yedep BueA uerewfeoay]
93 Oyjue|q ueLIaduaw
() ‘uep ueulfuad uejesgAsiad
Jewioy/oxue|q ueselpdAusw
BueA ueurliad 1sewloyul unsis uerewedsd $
unBuequisw (g) ‘uerediedad] oyue|q uexISngLIsIUalA UeleWRIap
93 03UB|q URISNGLISIPUSIA (2) uep ‘oxue|q Yeleouswuelpwesay| 1p BIpasIa} wijjaq
(2) ‘oxue|q Me190UsW Ynuf euep NJun BUEP URYRQUIRIOYUR|] Yeladfiaw ynun selpqJal yisew BueA veulfiiad uefeleAsiad
ueyequwe) uexjnsnbugi (1) ue |nsnbusas uerebbue ueyequreusH(T) oyug|q uexelsouad eueg e w ooy ue|gpnin T
ueueAelad
ueueAelad uenpefuad
uejreqJad uexieqiad uesrequeg 1fuec qeqekUad uenpebuad Jo1ex1pu| ON
1ISepUBLIOYRY : =

‘ueueAe]ad uexieqad Isepuswioyay ‘ueuekelad uexieqlad Ifuer ‘uenpebuad qegsAusd sisijeuy |Is

ISenjeAs uep uenejuewlad |ISeH uep

328

rneo Administrator | Volume 8 | No. 3| 2012

e g

Jurnal

[8geL



EFEKTIFITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

(Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul)

Fajar Iswahyudi

dexBus| wnjaq
epeday| uesehb
uey{aquIaW N

ek
19

Hex{a) Isuessul seuld] (S)
uep ‘fempel ueyexedasay
1ynuswaw >epn
J1e3}18) Isuelsul spulg
() ‘utlt uexpigaguaw
ymun sIupy
seuiq 1ep 1sepuaujosial
uenpadip yiseyj (€)
0T0Z "UL 9T '¢N 'sjuxe) uep Iseisiufwpe
dnguad weyep uexyesty yejsl ©Ie23s Jeuaq uep deybus|
uep ueuelfuiad seulrg Jignd sniey uexngaAliaw
ueueAejad dOS unsnfusw wnjaq epJay ueuiluad epipd
(2) uep ueuiluiad seuiq dOS 1p uedelanp BueA 1rey wefeplp uexdelpup
weyep Buenysy Buek uegifuiad (dOs) npasolid yejwnr (g) ‘uebuefleip BueA ueresajaApad
ueresajaAuad nyem Jgpuels uep Jeuoisesddo npemuepisellstul w peuoyowsd epeday uebuap
reusBuaw Jexe.eAsew epeday Jepuels uerengquad 1ensas yep1} ueulfiiadeledss Jereats) HueAueeressjaAuad nijem sereq
1Sewoul uexLIsquisin (T) uexnsnbyan ueresajaAuad nyepneleIue SH_ ueepaqJad (T)1Sewopul ueyLIBquIBIA
nella
BueA uenjudhay
uebuap 1ensa!
Sepn ueyeseAdiad
Yequieyow
Bulas 1sexd|ay
ueutluiad seui@ x1nd sebnuiaq BueA
ueueAe|ad dOS unsnfusin - (sedeqip>epn)uebuede|seldniad
Jyyela
el1ax wel wnjdgas
remeBad undisip uexesBlitusin - (seyeq ip yepn) Buendjsehnisd uerepuesyz
uesjreqJad “MMWMML_MM ueueAejad uenpebuad uenpebuad Jorexipu| ON
ISEpUALIONY uexleqiad ifuer qeqgakuad

Jurnal Borneo Administrator | Volume 8| No. 3| 2012

329



EFEKTIFITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul)

Fajar Iswahyudi

ueu E—_
stual Buisew-Hulsew

nun wiy uensedwad
epe wnjag (g) uep ‘feped
dnxna sebnyad Yajo
uexnyelip sniey pueA
ueeliaxad awnjoA (2)
‘fempelia Bueiny puek
1seuIplooy| uejefiay
(9) ‘101eUIPJ00D
nyes yajo udwiidip frepn
ueyelfiay| ueeuesye|ad
(g) ‘6 ursew - B ufsew
1sbuny uep y@pjod
eisnuew eAeplaqiuns sefiny uexBunuajuaw
yequreusiN - () ULt Buep|q
‘ueuifuad siusl Bugsew Buisew-buiseyy ()
-Buisew ynun npyd.ay ‘ueutfiiad anje nyel hepn
eAepiaquis win uexjewndobyisn sefnjad efbuiyss BYepiq
yequieus|Al (g) uep ‘ue ‘ueut(igd Jelue dOS epe sppiL
siual Buisew-Buisew pnun 1ISepuawoas uefuap (€) ‘mexa1 sebnyad freyue
nped.al wn uexjewndobusiy e8] seulq Bulpew 1sexiunwoy eAubueiny
() ‘nppem 1eb1ey uexepgbusin -Buisew 1p niyem neye ewes Xepn
(€) ‘d0S unsnAua 19618} UBNRPEROYSIN BueA 1sdasiad eAuepy (z)unn Jexppissetbiefepe(T)esed0s
(2) ‘unna yedel uesinyeld (1) yedes uexppebusin(z) ‘{dOS unsnAusiy (T) 1seulplopy eAubueiny|
np{e
Tedal >iepn Jipey
16ed [ade uexnyelsn - (seyeq 1p >epn) ueueAejad febniad
ueueAead eldw
denasip 1sensiuifupe
eAelq tefequiow
Mueg 1p BunsBlie| Mnun uexqifejp
uexteAeqip eAelq epwsas - (seyeq 1p >epn) yisew yexeeAse|n
ueueAe|od ueueAelad uenpefuad
uexjleqiad uex1eqlad usspequad 1fuer qeqausg uenpefuad Jorexipu] ON
ISepUBLIOYRY ’ -

330

Jurnal Borneo Administrator | Volume 8| No. 3| 2012



EFEKTIFITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

(Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publi

nan Kabupaten Bantul)

dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Per

Fajar Iswahyudi

uedejauad uep ueerepuad
eped uill uesninbuad

uepiq
Bnjels

ueltey isejnyidexa. uexepgbuaw

(2) uep ‘1jexas nbb
unni Isenfena uep Iseu
uexiepebusy (T) ymua

1wss
1003

e

@

‘uedejauad :Hu

ueejepuad Buepiq epef uifi
uesninbuad snyeis upLiey
1sejmidexas uexepeuan

uep ‘1exd)

nBBurwas denas H_Szmv

1senjeAs uep 1seulphiooy
uexepebusiN- (1)

Lreysad ufh
dexal epe wnjag (g} uep
‘fewndo wnjaq Byepiq
Jejue 1sexjiungiod
‘ueutlupd

IS

<

seuiq 1p ueulfiiad ueu
Quiour winsis (T) ueepesaqay fsewniogu]

sejal Buear]y
dd sexJaq

uexnleip BueA OH

depeyJay sisijeue ymus

Wa

Liep

(seyeqip >epn) utlt) OH

[ERE
uebunyburebbuelsy
niny
uenlnastad yedeppiaw
eduey uexiqua)
Buek (uenbbjieH
epy

1snqiyal ueedipad
Bunyybusw redep|buek
1sex11de yedep.al eAuwpepip
BueAk ueuiliad 1sewjiopul
wnsis unbuequath uep

1SNq1I9)
uedejauad Isewloyu _._Em_m
uexeuindwaAusy (g} uep
‘myefsaq Buek uebuppun
-Buepuniad ueingelad
ueBuap rensas 1sndq1iai
uexdelauaw yun
(uenBBues uil] uep AL

‘epe BueA uelhre
ueBuap uaisisuoy fepn
sefinad snsey edepgaq

epy () uep ‘ueneldiuad
Jees uoyowad uepusp
BunsBue| nwdiaq

Sep1) eua.ey| jefne
Bueiny uebuede| wij 1rep
1sewopu] (g) ‘sefinmad
uep uoyowsad efejue
ewes epn Buek 1sdgsiad
(2) ‘uebuedeyip uegpesy|

uebuede|ip

utlt uoyowsad uebusp uefuede| uoyowad uebuap uebiiede) ueBuap 1ensas yepn 1Se)[0]/ Ueeppay
sebnjad esejue uebugde|ip sefnjad eseyue uebuefe]ip uoyowad uexwnigesip ueBuap 1ensas epn
1SeUIP.I00y uexepehusin 1seuipiooy uexnedif (1)- Buek elReQ (T 1snqia. uedelaliad
ueuefe|od ueueAelad uenpefuad
uexjleqiad uex1eqlad uesilequag iluer qegakuad uenpefuad Jor1exipu] ON
ISepuswoXay ’ -

Jurnal Borneo Administrator | Volume 8| No. 3| 2012

331



EFEKTIFITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publi

dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Per

nan Kabupaten Bantul)

Fajar Iswahyudi

uebuede| sefinjad {6eq npe.
1sey1unwoy 1efe uexeipdhusin Teda) yepn Buuss
(2) uep {00°80 |N¥nd ue uebuede| sefnjad 1sex0] uexdsfjuad
seulq 1p Jipey smun ueffuede| 16eq 1sexiundioy| [empel rensas 1Sgy0] Ise}iodsrelye)es uesereciayaafiiexposhuad
sefnad uexqifema|n (T) ueNe|a|ARURIES URYINSNBUSIA sefngd uefuerepay
eIsnuew ueAeplacuns
eAusereds |
(5) uep ‘uoyojuad
uep uebuede| wi efejue
1S3 1UNWOY| selisyialul
eAubueiny] () ‘Bungbue|
uoyowsad ugp Mijtwad uexng uoyquiad
sefinjad elejue Isexiufwioy (g) ‘sejal eapoas
uebuedyd) uexpexbuius iy () Jewe|e ueywnueduaw
19AINs wiy 16eq 1sexiupwoy uep ‘1sexo] yeusp uepfsejal epn uoyowidd 1Se)0] %89 [empel
Jeje uexeIpakusw (z) uep fisexo| BueA yewere ‘ipequd upd|aiz) ‘auoydpyey ueyeqniad/ueerequiad
yeuap uep ‘sejal BueA Jpwee Jowou neje Jojuey updjal neye Jojuey uddisy reusBusw Isewjojul
‘uod|a) Jowou ueswnugausw Jowiou ueswnueual Jowou uexwnuejual uexnyeIIaquIaW Yepn
Jsefe uoyowad elulwaA (T) Jebe uoyowad eyutws il (T)- Mepi uoyowaq (T) uebuede| 18AINS Ul |
remefa yewres Buelhy
epeday TepiIQ uedLIBqWBIN - - debBue | eAeq(seipgial depn) ueuelgad sebng
%00,
Buen uexiaqip sel|neye
ueulfliad 1sewndyul 01D Ipeluafu ored (g) ‘uil uesnunpuad H1puss sninfbupw
wnsis unbuequis (g) uep ‘ofea Buek SNd 16eq gebay Jnpasoud inuelsfuaw eped 1rep psel
1peflusw Buek SN depeyJal uexepuluad uexnxelaepguiaw BueAk yejsy esel 0l14 041g9/01eD/SNd ¥ped
uexepuiuad uexnxelsin (z)uepiueulliadueulladfisewiou]  nee ofed (z) ‘uexpuns uexdinip exif 1pdsd
(2) *dos unsnAusiy (1) dOosienqua A (T)wnsiS unpuequain eAepnq eAuepy (T) y1ga] utlt uesninfuad
ueuefejod ueueAelad uenpefuad
uexjleqiad uex1eqlad usspequad 1fuer qeqausg uenpefuad Jor1exipu] ON
ISepUBLIOYRY : -

332

Jurnal Borneo Administrator | Volume 8| No. 3| 2012



EFEKTIFITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

(Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publi

nan Kabupaten Bantul)

dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Per

Fajar Iswahyudi

siBare.ns redujay
ueutliiad uesninBuad -yedwial Ip uexejalip sefal >epn
Janje uebeq Jaisod renquigin (2) BueA ueurliad uesninpuad Juetedsuely Bugany
uep ‘ueutliiad dOS renquidin (T) ane uefeq yenquaIN- das eAuepe wnjag uili uesnunfuad Inpy
118} ewe] 4
uesjreqnebusw fhuek
uelqleusd wlerep
ueulliad seuja J1e}18) Isueisul/spulp
1p 1exa) BueA gdyspnsun Lep :mmwmu
1rep remefiad uexpedupusiy - - (seyeqip >epn) indwed epp yise
wnxny yee} HgeA
utln ijiwisd Jexesefsew
16eq jiisod iseigpade
eAuepe wnjag (7] uep
‘Bueiny| wnyoy uginye
depey.a) 1exerefsew W1[0E]
ueweyewad (g epn BueA eyesnfuad
ueutliad eplad Budiusy ‘sejal Bueny| yeyuriguwiad uebuap uexBuipugqip
ueuifiiad epJad I1S1A81 Jenquisin 1ses1[eIsos uexnd[aiAl 1iep wnyoy uesepyiuad uil reAundujaw
(2) uep ‘ueutliiad ppiad (2) uep ‘uepiluad (z) Lnebudw BueA eyesnbuad jbeq
ueyeqniad Buejusy jjels jyeelsy eplad ueyegniad Bueusyuguifiied nsidwi eedss wnjaq wnyny uebunpuljsad
1315 yeejal ;enquisipf (T)eplad 1sinal yenquisiyrenquis|nf (T) uexaidwelainueuifuiad epiag (T) ueuiwel epe y¢p1 L
ueuilsl
uexiemip BueA uili uojowsd seulq Ip ueofepiad
16eq eseny| yedns uexidyrejsin - - (seyeqip >epn) dapfesd epp yise
‘ueemawinsiByad |el1au uep [1pe eAureqeladeqylad
Mapfedd-yapedd uexnusiip Mepunag (g) uep ‘nyiaq muala) uoyodhiad eb.erfjay
yisew ex1f uenpgbuad BueA uebuepun-buequnid ueemawinsifuad ueemawinsifuad
ueJnjes-ueinjes uexelpdAusin uednesad uefuap  nun 1eqeldd Mapedd epe yipew
(2) uep ‘{dOs unsnAugip (T) 1ensas yepuiag (T)- Liep owaw eAuepy uesninbuad wpreq ueuIwer v
ueueAelad
ueyreqJad uesjreqJad cM“F”MMWm_Ma_ fuee MMM_MMMMMQ uenpebuad Jorexipuj ON
ISepUBLIOYRY : =

Jurnal Borneo Administrator | Volume 8| No. 3| 2012

333



EFEKTIFITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publi

dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul)

Fajar Iswahyudi

@ uep

1sesi|e

Jmun uesebpue
eAuelpasia] (g)juep uep

agdv Ip Isesijesos

uesebbue uexnsnBusin

(€) uep Huonpsd
NEER] e1pa

yisew Isewiojul egpalN
(g) ‘ebbueiay unynj uep
‘unsnp ‘esap ‘uereufessy|

exbun Ip IseslyIsos

ueyNye|aW mun seysjeailun ‘1sesleIsos nyueqyuaw Injejaw neje Bungpue| Bueinyy () ‘redsy puek
seyrd ueBuap eweselliaxaq njun Jesta) sguig ©1e23s Jesielefbew eIpaw uexeunBiuaw
Uep Y1U0IP3[3 Uep 3e1ad f1paw uep ‘ejsems ‘I1saoud epeda] Ises||gsos Sepil 1ses||gsos
Injejaw neje Bunsbue| preoss 1sesiuefio ‘16pun uexpexbuiusiy (2) ueredweAuad (g)
1exeIeASew epeday Ises||e1sos uenunbuad ‘(NRT) ‘sibayenis redws)-redyiaip ‘sejeqJal BueA uerefbuy
uexpexBulusw ‘sibayend buek 1exeleAse|N eAeppms eAuueyjadwafisw (2) ‘Bueiny| repues ueJese)
yedwsay 1p eAUURY[adWaUdW Uep ebequia uebuap uep ueuilied BunsBue| ueyninfuad redeousw/jewyido
ueutliad jeleAs-jeleAs Blelusy 1sesi[eIsos ewesyliay| JeleAs-leleAs Bugiuay uep eipaw Injgjaw wnjaq ueutfiiad 1gieAs
insouq eAueqiadwsa|n (T) eAuepe njiad| (1) insouq MeAueqiadwalN (T) 1SesI[eISos Isuamyaly (T) -JeJeAs isesijefsos
utlt uesnunfyad
Jedaosadujow
Nijgnd ueueAefad Nmun ueyequrel huen
euesye|ad 1efegas Isisod fueiusy ewiauaw euIisw
uenabuad uexLiaquiswisnia ] - - (seyeqip >epn) bueA sebnjad epy
ueulfa
ueleseAsiad Inyelsbuswpniun ueutliad ueyeseApiad
1exeleAseln (g) uep ‘sgbniad Bueiuay ueselafuad
ya|o uexeunfiadip fedep ueaquisw ndyrew
BueA 181ye8] uexRIpaAUgA (T) - - (seyeqip >epn) Bueny 18 0] [sebinled
uexqgJalp uill egsed
ueljepuabuad uep ueempBuad unni elesss ueljepusapuad
selisuaiul uexpexbuiuan uep uesemebupd
(2) uep ‘uesemgbuad ueyeq niun 1gy.a)
ueyeq refegas e s} 1speIsul seulq epeday uexenfaxip
epeday| uesien|axip BupA uill uexqgJap U BueA uil yexiyfuss ueuilliad seuig ugxng
Tex|131148S UeUl[es UedLIsfuaw eased uelfepuabuad uep ueulfes uexaquaifl (2) uep HexJa) seuigjys|o
uep 118 seulp ugbuap uesemeBuad selisyajul uep ‘11exJa) seulq uepusp uesjuejelip uerjepuaPuad uexqsanp ulll egsed
1seupiooy uexnyeaiN (1) ueseBuIUBI 1seuIp1ooy| uexnyedIN (T) uep uepemebuad sebn] uesemebuadfepe yepiL
ueuefe|od ueueAelad uenpefuad
uexjleqiad uex1eqlad uesequad ifuer qegekuad uenpefuad Jo1exipu] ON
1ISepuswoxay

334

Jurnal Borneo Administrator | Volume 8| No. 3| 2012



EFEKTIFITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

(Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul)

Fajar Iswahyudi

UelolQ 1apunsias ereq :Jaquing

ewe
ueiue isexide yenquain - (seueqp >epn) njejis} 39)0] jueLjuy
L1pua 11puss Ul
utfi uesninBuad uexnjelaw sninBusw ynun :m:mFE_;
Jefe uenequiy Jpisod uebuesewad uenPIBIN oeg
uebuesewsad uenyels N (g) uep (2) uep ‘ueuiljiad infejaw uil uesninpuad
‘ueuifuad Jnpasoid reugbusw anpasoud reusfpaw (2) uep ‘esapip Isesieba) leyeuf
1sesifeIsos uexnyelaN (T) 1sesifeIsos uexnyeaif (1)- eAprgeAuepy (1) ull uesnynfuad eAelrg nedws ¢
1sesljeisos eAubuijusd
depeyJay sebiad
ueweyewsad eAubupiny|
(8) uep ‘yised dexfsiaq
yisew uefunuadapiiaq
Sepn BueA yexesefsein
(2) ‘yvexjiunguoy
Bueiny uexeunbiedip
BueA eseyegq (9) ‘Hyeiny|
ueue/ejad ueueAelad uenpefuad
uexjleqiad uex1eqlad usspequad 1fuer qeqausg uenpefuad Jorexipu] ON
ISepuswoXay ’ -

Jurnal Borneo Administrator | Volume 8| No. 3| 2012

335



EFEKTIFITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul)

Fajar Iswahyudi

Berdasarkan penjelasan pada
Tabel 5 tersebut, pelaksanaan
perbaikan pelayanan publik telah
dilakukan pada kelima indikator
pelayanan publik.Untuk itu, dengan
memperhatikan tingkat dan bentuk
partisipasi pelayanan publik juga
perbaikan pelayanan publik yang telah
dilaksanakan, maka pelaksanaan
partisipasi masyarakat dalam
pelayanan publik dengan
menggunakan Permenpan No. 13/2009
efektif memperbaiki pelayanan publik
dengan tingkat efektifitas tinggi.

FaktorYangMempengaruhi
Efektifitas Partisipasi Masyarakat
Dalam Perbaikan Pelayanan Publik

Berdasarkan dari hasil
wawancara dan analisis dari dokumen
dan menurut pembagian kesadaran
yang dilakukan oleh Freire (1970)
pelaksanaan Permenpan No. 13/2009
termasuk kedalam kesadaran kritis.
Pada tingkat kesadaran kritis
Pemerintah dan masyarakat menyadari
bahwa faktor diluar manusia seperti
aturan, mekanisme, dan lainnya yang
menjadi faktor utama dalam buruknya
pelayanan publik.

Bagi Pemkab Bantul khususnya
Dinas Perijinan, masyarakat memiliki
peran yang penting dalam pelaksanaan
pelayanan publik termasuk didalamnya
dalam perbaikan pelayanan publik.
Walaupun tidak semua unsur Pemkab
Bantul siap dengan adanya partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

Kesadaran mengenai pentingnya
partisipasi masyarakat dalam
perbaikan pelayanan publik rupanya
juga diakui secara tidak langsung oleh
Bupati Bantul saat itu, Idham Samawi
(yang menjabat sebagai Bupati Bantul

Jurnal Borneo Administrator | Volume 8| No. 3| 2012

dari tahun 1999-2010). Bupati Bantul
melakukan berbagai metode yang
dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam perbaikan pelayanan
publik. Metode tersebut diantaranya
adalah metode open house.

Kegiatan open house ini
mempertemukan secara langsung
Bupati Bantul dan jajarannya dengan
masyarakat. Kegiatan ini dilakukan
agar masyarakat dapat menyampaikan
masukan terhadap pelayanan publik di
Kabupaten Bantul. Langkah ini
kemudian dilanjutkan dengan
melakukan metode lain guna
meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam perbaikan pelayanan publik.
Beberapa diantaranya adalah dengan
menyediakan saluran telepon
pengaduan, fasilitas pengaduan
melalui short masage service (SMS),
mengadakan acara interaktif di radio
dan di televisi sebagai pengganti
kegiatan open house tersebut.

Termasukmelaksanakan
Permenpan No. 13/2009 ini. Sebagai
upaya untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam perbaikan pelayanan
publik pedoman ini menurut Pemkab
Bantul memiliki keunikan dari metode
lainnya. Permenpan No. 13/2009
melakukan perbaikan pelayanan publik
berbasiskan pengaduan masyarakat
yang digali dari proses lokakarya.
Proses ini dinilai lebih efektif
menghimpun pengaduan masyarakat.

Masyarakat juga telah
menganggap bahwa partisipasi
masyarakat merupakan faktor penting
dalam perbaikan pelayanan publik.
Untuk itu masyarakat sendiri
menganggap bahwa mereka harus
memberikan dukungan dalam
pelaksanaan partisipasi masyarakat
dalam perbaikan pelayanan publik.
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Beberapa diantaranya dilakukan
dengan berpartisipasi aktif dalam
pelaksanaan Permenpan No. 13/2009.

Pada pelaksanaan Permenpan
No. 13/2009 model komunikasi yang
dikembangkan adalah model
komunikasi partisipatif. Permenpan
No. 13/2009 didesain untuk
mendorong interaksi yang dilakukan
oleh Pemerintah dengan masyarakat
untuk membangun pengertian bersama
mengenai: (1) permasalahan
pelayananan publik yang dilihat dari
pengaduan pada tahapan lokakarya
pengaduan masyarakat dan survei
pengaduan masyarakat; dan (2)
masalah penyebab pengaduan dan
bagaimana cara memperbaiki
permasalahan tersebut pada tahapan
lokakarya analisis penyebab
pengaduan masyarakat.

Adanya model komunikasi
partisipatif ini membantu Pemkab
Bantul untuk lebih efektif dalam
memperbaiki pelayanan publik.
Mengingat komunikasi partisipatif
akan membantu Pemerintah untuk
memahami permasalahan pelayanan,
mengidentifikasi masalah, dan cara
memperbaiki sehingga Pemkab Bantul
dapat memperbaiki sisi pelayanan
publik yang dikeluhkan masyarakat
dengan cara yang juga diinginkan oleh
masyarakat.

PENUTUP
Kesimpulan

Pelaksanaan Permenpan No.
13/2009 telah berhasil

menginventarisir 27 (dua puluh tujuh)
pengaduan masyarakat ternadap
pelayanan publik di Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul. Dari 27 pengaduan
tersebut hanya 16 pengaduan
masyarakat yang ditindak lanjuti.

337

Fajar Iswahyudi

Selain itu pedoman ini telah
menghasilkan 30 JPP dan 17 RPP
sebagai solusi dari 16 pengaduan
masyarakat yang ditindak lanjuti.
Pemkab Bantul telah menindaklanjuti
semua JPP dan RPP tersebut. Langkah
tersebut telah menghadirkan perbaikan
pelayanan publik di Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menemukan
bahwa partisipasi masyarakat dalam
perbaikan pelayanan publik melalui
Permenpan No. 13/2009 di Dinas
Perijinan telah efektif dalam
memperbaiki pelayanan publik.
Permenpan No. 13/2009 telah
memperbaiki kondisi pelayanan publik
di lima indikator pelayanan publik
sehingga dapat digolongkan kedalam
tingkat efektifitas tinggi. Walaupun
pelaksanaannya belum
memberdayakan masyarakat secara
optimal dan belum memberikan akses
secara luas kepada masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan.

Faktor yang mempengaruhi
efektifitas pelaksanaan partisipasi
masyarakat dalam perbaikan pelayanan
publik melalui Permenpan No. 13/2009
diantaranya adalah kesadaran dan
komunikasi.

Pada saat pelaksanaan
Permenpan No. 13/2009, Pemerintah
menyadari bahwa masyarakat
hendaknya dilibatkan pada proses
memperbaiki pelayanan publik.
Masyarakat juga telah menyadari
perannya untuk membantu Pemerintah
memperbaiki pelayanan publik. Untuk
itu dilaksanakanlah Permenpan No.
13/2009 sebagai mekanisme untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelayanan publik.
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Model komunikasi yang
dibangun dalam pelaksanaan
Permenpan No. 13/2009 adalah model
komunikasi partisipatif. Pemerintah
dan masyarakat saling berinteraksi
untuk membangun pengertian bersama
mengenai permasalahan pelayanan
publik yang dihadapi dan solusi untuk
mengatasinya.

Saran

Sebagaimana yang telah
dijelaskan pada bagian sebelumnya,
pelaksanaan partisipasi masyarakat
dalam perbaikan pelayanan publik
dipengaruhi oleh faktor kesadaran dan
komunikasi. Untuk itu beberapa pihak
terkait hendaknya perlu
memperhatikan kedua faktor ini.

Walaupun demikian Pemkab
Bantul tetap perlu melakukan langkah-
langkah untuk meningkat kesadaran
bagi pelaksana pelayanan publik dan
juga masyarakat. Langkah-langkah
yang dapat dilakukan adalah: (1) terus
melibatkan masyarakat dalam proses
perbaikan pelayanan public; (2)
memanfaatkan forum formal dan
informal yang dihadiri oleh masyarakat
untuk mengingatkan dan memberikan
pengertian kepada masyarakat tentang
pentingnya partisipasi masyarakat
dalam perbaikan pelayanan publik; dan
(3)  pemberian pendidikan dan
pelatihan yang membahas pentingnya
partisipasi masyarakat dalam
perbaikan pelayanan publik kepada
pelaksana dan masyarakat.

Selain kesadaran, faktor
komunikasi partisipatif juga
memberikan pengaruh pada partisipasi
masyarakat dalam pelayanan publik.
Untuk itu Pemkab Bantul hendaknya
mengaplikasikan komunikasi
partisipatif pada berbagai kesempatan
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ketika memecahkan permasalahan
bersama dengan masyarakat dan
meningkatkan kemampuan
komunikasi partisipatif dengan
memberikan Diklat komunikasi
partisipatif kepada pelaksana
pelayanan publik dan masyarakat.

Kemenpan dan RB sebagai
pengambil kebijakan hendaknya
memperkaya Permenpan No. 13/2009
dengan aturan yang dapat mendukung
pelaksanaan kesadaran dan komunikasi
partisipatif, seperti menambahkan satu
tahapan yaitu pra lokakarya pengaduan
masyarakat, yang dilakukan sebelum
lokakarya pengaduan masyarakat.
Tahapaninibertujuanuntuk
memberikan pengertian kepada pihak
Pemerintah dan masyarakat mengenai:
(1) pentingnya partisipasi masyarakat;
(2) komunikasi partisipatif dilakukan;
dan (3) Permenpan No. 13/2009 secara
komprehensif.

Hal ini penting dilakukan
mengingat adanya kemungkinan
kesadaran mengenai pentingnya
partisipasi masyarakat dan pengertian
bagaimana komunikasi partisipatif
dilaksanakan tidak dimiliki oleh kedua
belah pihak. Juga pemahaman yang
komprehensif tentang Permenpan No.
13/2009. Walaupun sebenarnya hal ini
juga dilakukan pada lokakarya
pengaduan masyarakat, namun porsi
yang diberikan untuk menjelaskan hal
tersebut sangat terbatas dari segi waktu
sehingga capaiannya tidak maksimal.

Pelaksanaan Permenpan No.
13/2009 perlu dilaksanakan kepada
seluruh organisasi penyelenggara
pelayanan publik dilingkungan
Pemkab atau Kota lain yang belum
melaksanakan. Pelaksanaan pedoman
tersebut hendaknya perlu didukung
dengan memberikan stimulus untuk
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meningkatkan kesadaran akan
pentingnya partisipasi masyarakat
dalam perbaikan pelayanan publik.
Juga memberikan stimulus terhadap
pelaksanaan komunikasi partisipatif
melalui implementasi metode
komunikasi partisipatif pada forum
yang melibatkan Pemerintah dan
masyarakat.
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